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BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PERDANGANGAN ORANG UNTUK TUJUAN PROSTITUSI
Macam-Macam Hukuman Dalam Pidana Islam
Hukum pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis (Rosyada, 1992:86).
Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah (harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain) (Ali, 2007:1).
Hukuman atau hukum pidana dalam Islam disebut Al-Uqubaat yang meliputi baik hal-hal yang merugikan maupun tindak kriminal. Hanya ada sedikit perbedaan di antara kedua hal tersebut. Syariat menekankan dipenuhinya hak-hak semua individu maupun masyarakat secara umum. Hukum yang memberi kesempatan pertumbuhan kepada masyarakat merupakan perkara pidana, dan kalau ia di tunjukkan kepada perorangan adalah hal yang merugikan (dan disebut delik aduan). Al-Uqubaat sama dikenakan baik kepada kaum muslimin maupun bukan muslimin disebut syara Islam. Seorang muslim tetap akan dihukum karena melakukan suatu tindak pidana sekalipun andaikan hal itu dilakukannya jauh dari Negara Islam. Dalam pengertian yang terakhir, ia merupakan tindak kriminal terhadap Allah dan akan dihukum setelah dia kembali ketempatnya atau di tangkap oleh petugas Negara Islam.
1. Hudud
Kata hudud adalah kata jamak bahasa arab Hadd yang berarti pencegah, pengekangan atau larangan, dan karenanya ia merupakan suatu peraturan yang bersifat membatasi atau mencegah atau undang-undang dari Allah berkenaan dengan hal-hal boleh (halal) dan terlarang (haram).
Dalam hukum Islam, kata hudud dibatasi untuk hukuman karena tindak pidana yang disebutkan oleh Al-Quranul karim atau Sunnah Nabi SAW, sedangkan hukuman lain ditetapkan dengan pertimbangan Qodhi atau penguasa yang disebut Ta’dzir (mempermalukan pelaku pidana). Sedangkan kata umum untuk hukuman adalah Uqubah berasal dari Aqb yang berarti suatu hal yang datang setelah yang lainnya, karena hukuman dikenakan setelah pelanggaran atas batas-batas ditetapkan oleh hukum Ilahi. Inila sebabnya ketetapan hukumandalam Islam disebut al-Uqubaat sebagaimana telah disebutkan di atas.
Hukuman atas tindakan pidana dapat dibagi kedalam empat kelompok kategori :
a. Hukuman fisik yang meliputi hukuman mati, potong tangan, dicambuk, dan dirajam sampai mati.
b. Membatasi kebebasan, meliputi hukuman penjara, atau mengirim si terhukum kepembuangan/diasingkan.
c. Membayar denda
d. Peringatan yang diberikan oleh Qodhi
Selain hukuman yang ditetapkan bagi berbagai tindak pidana ini, ada beberapa cara lain yang membuat pelaku kriminal itu merasa bahwa dia telah melakukan suatu kesalahan yang besar. Sebagai contoh seorang lelaki yang dinyatakan salah karena tuduhan zina yang palsu (Qadzaf) akan dicabut haknya untuk memberikan kesaksian (syahadah) (tak boleh menjadi saksi) (doi, 1992:11).
2. Ta’dzir
Dalam Ta’dzir hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dariRasul-Nya), dan Qodhi diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan pada keanekaragaman metode yang dipergunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam undang-undang. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang menggangu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat (doi, 1992:14).
Jenis hukuman  yang menyangkut tindak pidana kriminal dalam hukum pidana Islam terbagi atas dua bagian, yaitu (a) ketentuan hukuman yang pasti mengenai berat ringannya hukuman termasuk qishash dan diat yang tercantum di dalam Alquran dan hadis. Hal dimaksud disebut hudud, (b) ketentuan hukuman yang dibuat oleh hakim melalui putusannya yang disebut hukuman ta’dzir. Hukum publik dalam ajaran Islam adalah jinayah yang memuat aturan mengenai perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam jarimah hudud maupun dalam jarimah ta’dzir.Jarimah adalah perbuatan tindak pidana. Jarimah hudud adalah perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas hukumannya didalam Alquran dan sunnahNabi Muhammad saw. Lain halnya jarimah ta’dzir. Jarimah ta’dzir adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya (ali, 2007:11).
Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Islam
Memerdekakan budak oleh pemiliknya yang bebas menggunakan hartanya hukumnya sah. Pembebasan biasa dilakukan dengan perkataan yang jelas atau dengan kata-kata kinayah yang disertai dengan niat.
Apabila seseorang hamba telah memerdekakan, maka segala beban kewajibannya terhadap tuanya ikut merdeka (bebas).Tetapi kalau orang yang memerdekakan itu orang yang bersekutu dalam pemikiran hamba sahaya, maka kehamba sahayaan masih menjadi tawanan oleh pihak sekutu yang belum memerdekakan. Ketentuan harganya menjadi bagian pihak sekutu yang belum menyatakan kemerdekaannya.
Barangsiapa yang mendapatkan salah satu orang tuanya atau anaknya sebagai budak miliknya (yang diperolehnya dari membeli atau mewarisi) hak orang tua anaknya tersebut merdeka dengan sendirinya (Al aziz, 2005:599).
Wala’ termasuk bagian dari hak-hak pembebasan budak. Hukumanya sama dengan ashabah ketika ashabah tidak ada. Sedangkan hak wala’ berpindah dari yang memerdekakan kepada ashabahnya yang laki-laki.
Urutan-urutan ashabah di dalam wala’ adalah seperti juga dalam urutan dalam warisan. Tapi menurut pendapat yang lebih jelas, mengatakan bahwa di dalam bab wala’ saudara laki-laki di mu’tiq (orang yang memerdekakan budak) dan anak laki-laki saudara laki-lakinya keduanya didahulukan atas kakek mu’tiq. Berbeda dengan yang terdapat dalam warisan sebab nasab, bahwasanya saudara laki-laki dan kakek keduanya bersekutu.
Orang perempuan tidak dapat mewariskan dengan sebab adanya wala’ kecuali dari seorang dimana sang perempuan itu bertemu dengan kemerdekaan orang tersebut atau dari anak-anak seseorang itu dan beberapa pemerdekanya. Tidak sah menjual wala’ dan juga memberikanya. Dan ketika dalam keadaan seperti itu, maka suatu wala’ tidak dapat berpindah dari orang yang mempunyainya (Al aziz, 2005:600).
Barangsiapa berkata pada budaknya “apabila aku meninggal dunia kelak, maka saat itu engkau merdeka”, maka ia menjadi merdeka setelah tuanya meninggal. Budak yang dimerdekakan dengan cara seperti itu disebut dengan budak mudabbar.
Mudabbar berasal dari kata dabbara, yudabbiru, tadbiiran, mudabbaran, yang menurut bahasa artinya melihat kesudahan beberapa perkara. Sedangakan menurut syara’ adalah memerdekakan dari akhir hidup. Pemudabbaran itu sah dilakukan dengan kata-kata sindiran disertai dengan niat seperti : “saya melepaskan jalan mu sesudah saya meninggal”. Dan bagi tuan budak boleh menjualmu dabbar pada waktu tuan budak masih hidup dan dengan sendirinya batallah pemudabbaranya. Dan boleh juga sang tuan mentasharufkan mudabbar, yaitu dengan setiap sesuatu yang dapat menghilangkan hak milik, seperti pemberian sesudah diterimanya atau menjadikan mudabbar sebagai maskawin (Al aziz, 2005:601).
Jika mudabbar dibunuh, maka bagituanya berkewajiban mengganti harganya, bila dipotong anggotanya, maka bagi sang tuan berkewajiban membayar kerugian. Sedangkan dalam status kemuddabbarannya dengan keadaan itu adalah masih tetap, dan menurut sebagian keterangan, bahwa status hukum mudabbar itu adalah seperti budak penuh selama dalam kehidupan tuannya.
Ditinjau menurut hukum islam perdagangan orang termasuk tindak pidana kejahataan (jarimah hirabah) yang kejam. Oleh karena itu pelaku jarimah hirabah adalah dikenakan sanksi atau hukuman hudud atau hadd. Hukuman hudud artinya hukuman yang diberikan atau dikenakan kepada pelaku kemaksiatan dalam rangka menegakkan hak-hak Allah. Hukuman ini, baik bentuk maupun kadarnya telah ditentukan Allah, tidak boleh dikurangi ataupun dirobah, manusia (Hakim) hanya melaksankan saja (Sabiq 1990.9:13).
Pemberian hukuman hudud dalam rangka menegakkan hak Allah, yakni mencegah orang-orang mengulangi melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah seperti; zina, menuduh orang berbuat maksiat, mencuri, mengacau keamanan, merampok, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya (Sabiq 1990.9:14).
Hukuman hudud terdapat pelaku hirabah adalah ditegaskan dalam al-Qur’an surat al-Maidah ayat 33-34 sebagai berikut:
انماجزؤاالذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الارض فساداان يقثلوااويصلبوااوثقطع ايديهم وارجلهم من حلاف اوينفوا من الارض ذلك لهم خزى فى الدنيا و لهم فى الاخرة عظيم الاالذين تا بوامن قبل ان ثقدروا عايهم فا عاموااناالله غفوررحيم
(Q.S.5 al-Maidah:33-34)
Ayat diatas menegaskan, bahwa orang-orang yang menentang atau memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, maka dibunuh, atau disalib, atau potong tangan dan kaki secara silang, atau dibuang dari negerinya tempat kediamanya. Inilah sebagai hukuman yang besar atau penghinaan bagi mereka di dunia dan akhirat.
Dari ayat di atas diketahui bahwa hukaman bagi pelaku hirabah adalah:
1. Dibunuh.
2. Disalib.
3. Dipotong tangan dan kaki secara silang.
4. Dibuang dari negeri tempat kediamanya (Muslich,2005)
Dibunuh atinya dihilangkan nyawa dari jasadnya dengan cara ditembak atau dipancung lehernya. Sedangkan yang dimaksud dengan disalib, yakni dipaku tangan dan kakinya dang tangannya di kayu palang. Kemudian yang dimaksud dengan hukuman potong tangan dan kaki secara silang adalah dipotong kaki kiri dan tangan kanan. Lalu yang dimaksud dengan hukuman dibuang dari negeri tempat kediamannya maksudnya adalah dipindahkan dari tempat tinggalnya (rumah) ke penjara atau diasing kedalam hutan yang jauh dari pemukiman penduduk.
Hukuman di atas dikenakan salah satu atau dipilih sesuai dengan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya. Jika ia tidak membunuh maka dikenakan hukuman salib (dipaku) tangan dan kakinya palang kayu berbentuk salib. Jika hanya mengambil harta korbannya, maka dikenakan hukuman potong tangan dan kaki secara silang. Tetapi jika tidak membunuh, tidak juga mengambil harta korban atau hanya menakut-nakuti saja maka dikenakan hukuman pengasing, yakni dibuang dari tempat kediamannya ketempat lain yang paling jauh sehingga ia tersiksa dan akhirnya meninggal.
Tujuan Pemberi Sanksi Terhadap Pelaku Kejahatan Perdagangan Orang Dalam Islam
	Pemberian atau penjatuhan sanksi kepada pelaku tindak pidana, baik menurut hukum pidana umum dan pidana Islam mempunyai tujuan yang sangat krusial atau sangat penting. Tujuan pokok dari pemberian atau penjatuhan hukuman terhadap pelaku pelanggaran ataupun kejahatan adalah untuk mencegah dan memberikan pengajaran atau pendidikan kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum.
Pencegahan atau preventif dalam pengertian hukum adalah menahan supaya seseorang pelaku agar tidak lagi mengulangi perbuatan-perbuatan sebab ia mengetahui bahwa apabila melakukan perbuatan melawan hukum maka akan dikenakan hukuman atau sanksi (Hanafi 1993:255).
Selanjutnya, karena tujuan sanksi atau hukuman itu adalah untuk mencegah, maka besarnya hukuman ditentukan sedemikian rupa supaya dapat diwujudkan dan tidak boleh kurang ataupun lebih dari batas yang diperlukan. Dengan demikian maka terdapat prinsip keadilan dalam pemberian atau penjatuhan hukuman itu. Jika demikian keadaannya maka hukuman itu berbeda-beda, sebab di antara pelaku-pelaku ada yang cukup dikenakan hukuman peringatan, ada juga yang harus dikenakan denda, atau harus dikenakan hukuman penjara dan sebagainya yang dapat membuat si pelaku jera.
Berkaitan dengan persoalan ini (Kansil 1982:36) menjelaskan, bahwa hukum itu sangat dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya. Sebab hukum dapat memberikan perlindungan dan menjamin ketrtiban, ketenteraman dan kedamaian dalam kehidupan baik secara individu maupun bermasyarakat. Oleh karena itu, tujuan pemberian hukuman atau sanksi adalah untuk menjamin ketertiban dan keamanan dalam kehidupan manusia baik secara individu maupun bermasyarakat. Dengan jaminan ketertiban dan keamanan itu, maka kehidupan manusia akan selamat karena hak-haknya, seperti hak hidup hak keselamatan hidup, hak keselamtan harta, keselamatan kehormatan dan sebagainya terpelihara dengan baik.
Semua pihak yang terlibat dalam sindikasi kejahatan trafiking, biasanya mulai dari perantaran calo, oaring yang mengurus dokumen, pejabat pemerintah dan petugas-petugas TKI yang memberangkatkan, majikan, perusahaan pengguna, dan lain-lain. Dalam konteks agama Islam yang berdosa bukan saja pelaku trafiking yang jelas melakukan perbuatan terlarang, melainkan juga mereka yang menyaksikan, mendorong, mengijinkan, membiarkan, dan memperoleh manfaat dan menikmati dari tindak trafiking, semuanya ikut berdosa. Jadi, kejahatan terafiking ini dilakukan bisa orang per orangan, kelompok, atau bahkan jaringan/sindikasi yang tertata rapih, bisa terang-terangan, bisa juga sembunyi-sembunyi, atau dilakukan di balik peraturan perundang-undangan yang berlaku, seolah-olah sah dan ilegal. Oleh karena itu, untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam kasus trafikling, seseorang tidak cukup hanya bermodalkan semangat, kekuasaan, dan peralatan saja, tetapi juga harus memiliki ilmu pengetahuan yang benar dan memadai tentang trafiking, sehingga terhindar dari kekeliruan dan kesalahan dalam bertindak. (Marzuki, 2006:279).
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